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ABSTRAK :  - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 
18/PUU-XV/2017, antara lain ditetapkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka  
melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan 
oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sejak tanggal 14 Januari 2004, yang 
meliputi Pensiun diri sendiri, pensiun janda/duda, tunjangan yatim dan/atau piatu, 
tunjangan orang tua, dan pensiun terusan. Pihak yang dapat mengajukan permintaan 
pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan terdiri dari penerima pensiun atau ahli waris 
penerima pensiun. Penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun mengajukan 
permintaan pembayaran Pensiun kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) 
untuk selanjutnya dilakukan verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang 
berlaku dalam pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2018 dan diundangkan pada tanggal 
11 Juli 2018. 

  - Lampiran Halaman 9 – 12. 

    

 


